SKRIPSI
PEMISAHAN PIUTANG BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN)
PERBANKAN SEBAGAI KORPORASI DARI PIUTANG NEGARA
(STUDI PADA PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK

WILAYAH PADANG)

Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana

v B RS Hukumy N A \
LN Y = >

Oleh :

FAJAR SATRIAPUTRA

1310111049

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA (PK 1)

PEMBIMBING I : Dr. Hj. Yulfasni, S.H., M.H.
PEMBIMBING 11 : Dr. H. Rembrandt, S.H., M.H.

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2017



PEMISAHAN PIUTANG BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN)
PERBANKAN SEBAGAI KORPORASI DARI PIUTANG NEGARA
(STUDI PADA PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK

WILAYAH PADANG)

(Fajar Satriaputra, 1310111049, Fakultas Hukum Universitas Andalas)
Pembimbing : Dr. Hj. Yulfasni, S.H., M.H. dan Dr. H. Rembrandt, S.H., M.Pd.

ABSTRAK

Untuk mencapai tujuan negara Republik Indonesia sebagaimana terdapat di
dalam Alinea IV Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 salah satunya diwujudkan melalui pembentukan sebuah badan usaha
bernama Badan Usaha Milik Negara. (BUMN)..BUMN memiliki usaha di berbagai
bidang yang salah satunya adalah keuangan. BUMN yang menjalani usaha dibidang
keuangan biasanya dalam bentuk Bank. Namun terdapat permasalahan pada
BUMN Perbankan. Kekayaan BUMN yang berasal dari kekayaan negara meskipun
telah dimasukkan ke dalam modal BUMN yang merupakan sebuah korporasi tetap
dianggap sebagai kekayaan negara. Akibatnya terdapat campur tangan negara
dalam pengurusan BUMN termasuk piutangnya. Hal ini menyebabkan
permasalahan pada pengurusan piutang pada salah satu BUMN vyaitu PT Bank
Negara Indonesia (Persero) Tbk. Akhirnya permasalahan ini diselesaikan oleh
Mahkamah Konstitusi melalui Putusan MK Nomor 77/PUU-1X/2011 yang pada
intinya MK memutuskan bahwa piutang BUMN bukan lagi bagian dari piutang
negara. Putusan ini telah mengubah pengurusan piutang dari BUMN termasuk BNI.
Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini. adalah melihat
bagaimana pelaksanaan pengurusan piutang pada BNI Wilayah Padang sebelum
dan setelah dipisahkan dari piutang negara serta akibat hal tersebut kepada BNI
sendiri. Penulisan ini menggunakan metode yuridis empiris dimana melakukan
penelitian lapangan langsung ke BNI Kantor Wilayah Padang. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa terdapat perubahan pelaksanaan pengurusan piutang di BNI
sebelum dan setelah dipisahkan dari piutang negara. Selain itu pemisahan piutang
BNI dari piutang negara ini membawa beberapa akibat terhadap BNI yaitu 1) Hasil
lelang dari barang jaminan lebih baik, 2) masih mungkin dilakukan upaya
restrukturisasi, 3) proses penyelesaian piutang bermasalah lebih efektif dan cepat,
dan 4) penguatan prinsip korporasi pada BNI. Untuk mempermudah BNI dalam
pelaksanaan pengurusan piutangnya penulis meyarankan agar BNI membuat aturan
teknis bersifat internal terkait pengurusan piutangnya dan meningkatkan Kinerja
analis kreditnya agar tidak terjadi piutang bermasalah yang berasal dari pihak BNI.
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